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 Abstract: The swift advancement of information technology has 
changed how transactions are conducted through e-commerce, 
bringing both advantages and new challenges concerning 
consumer protection. In these transactions, consumers often find 
themselves in a precarious position, dealing with issues like 
uncertainty about product quality, shipping delays, and threats 
to the security of their personal data. Implementing legal 
safeguards that cover transaction security, transparency of 
product information, and mechanisms for dispute resolution is 
crucial. In Indonesia, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection 
and Government Regulation No. 80 of 2019 provide the legal 
framework; however, these regulations still face implementation 
challenges. Consequently, it is essential for the government, 
businesses, and consumers to collaborate and enhance education 
to increase awareness of consumer rights. Furthermore, 
technology plays a vital role in establishing a secure and 
transparent e-commerce environment. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan pesat teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah 
membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara 
bertransaksi. E-commerce atau transaksi elektronik telah menjadi salah satu inovasi penting 
di dunia bisnis. Dengan adanya akses internet yang mudah dan platform digital yang tersedia, 
konsumen kini dapat bertransaksi tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Meskipun 
memberikan banyak manfaat bagi perekonomian global dan lokal, perkembangan ini juga 
memunculkan tantangan baru terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi 
virtual. 

Dalam transaksi e-commerce, konsumen sering kali berada dalam posisi yang rentan 
karena kurangnya kontrol langsung terhadap produk atau jasa yang mereka beli. Beberapa 
masalah yang sering dihadapi konsumen termasuk ketidakpastian mengenai kualitas barang, 
keterlambatan pengiriman, serta risiko terhadap keamanan data pribadi. Oleh karena itu, 
penting untuk menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen agar hak-hak mereka tetap 
terlindungi dalam transaksi digital. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti 
keamanan dalam bertransaksi, transparansi informasi produk, serta mekanisme 
penyelesaian sengketa. 

Perhatian terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce telah 
menjadi isu global, dan berbagai negara mulai merumuskan regulasi khusus di bidang ini. Di 
Indonesia, misalnya, telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

http://bajangjournal.com/index.php/J
mailto:Munazarumar2728@gmail.com


92 
JCI 
Jurnal Cakrawala Ilmiah 
Vol.4, No.2, Oktober 2024 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
http://bajangjournal.com/index.php/JCI  

 

Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen. Namun, peraturan ini perlu 
disesuaikan dengan karakteristik unik transaksi e-commerce yang berbeda dari transaksi 
konvensional. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui dan memperkuat 
peraturan yang ada agar lebih relevan dengan era digital. 

Di samping regulasi nasional, peran platform e-commerce juga krusial dalam menjaga 
keamanan dan kenyamanan konsumen. Misalnya, platform seperti Tokopedia, Shopee, dan 
Bukalapak di Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan informasi produk yang jelas 
dan akurat, menjaga keamanan transaksi, serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi 
konsumen yang mengalami masalah. Kolaborasi antara pemerintah, platform e-commerce, 
dan konsumen diperlukan untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan adil. 

Perlindungan hukum bagi konsumen juga harus mencakup aspek edukasi. Konsumen 
perlu dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, cara bertransaksi dengan aman, 
serta langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi permasalahan. Edukasi ini sangat 
penting agar konsumen dapat menjadi lebih cerdas dalam bertransaksi dan lebih waspada 
terhadap potensi penipuan atau kecurangan di dunia maya. 

Perkembangan hukum perlindungan konsumen juga harus memperhatikan dimensi 
internasional. Transaksi e-commerce sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, 
sehingga perlindungan konsumen harus memiliki cakupan global. Organisasi internasional 
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan World Trade Organization (WTO) turut mendorong 
adanya standar internasional untuk melindungi konsumen dalam transaksi lintas negara. 
Aturan yang berlaku di suatu negara harus sejalan dengan regulasi internasional untuk 
memastikan perlindungan konsumen yang lebih menyeluruh. 

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-
commerce merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang 
menyeluruh. Dengan regulasi yang tepat, platform e-commerce yang bertanggung jawab, dan 
konsumen yang teredukasi, diharapkan ekosistem e-commerce dapat berkembang secara 
berkelanjutan sambil tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. 
 
LANDASAN TEORI 

1. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen mencakup semua upaya yang ditujukan untuk 

melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, merugikan, 
atau menipu. Ramsay (2021) menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan ini adalah 
untuk menciptakan keadilan dalam interaksi antara konsumen dan produsen, serta 
untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. 

Beberapa prinsip dasar yang mendasari perlindungan konsumen meliputi: 
a. Hak untuk menerima informasi yang benar dan transparan mengenai produk. 

Mason (2022) menekankan bahwa informasi yang akurat sangat penting bagi 
konsumen dalam membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 

b. Hak untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Smith (2020) berpendapat bahwa variasi pilihan memungkinkan 
konsumen untuk menemukan produk yang paling sesuai dengan keinginan 
mereka. 
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c. Hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Brown (2023) 
menambahkan bahwa produk harus memenuhi standar keselamatan dan 
kualitas yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 

Perlindungan konsumen diatur oleh berbagai peraturan, termasuk undang-
undang perlindungan konsumen yang ada di masing-masing negara. Jones (2021) 
menjelaskan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak 
konsumen dan menciptakan pasar yang adil serta transparan.  

Pemerintah memegang peranan penting dalam memastikan perlindungan 
konsumen melalui lembaga yang mengawasi praktik bisnis. White (2022) mencatat 
bahwa lembaga pengawas bertanggung jawab untuk menegakkan hukum 
perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap produk di pasar, serta 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen.  

Meskipun berbagai upaya perlindungan telah dilakukan, tantangan masih ada, 
terutama di era digital. Khan (2023) menunjukkan bahwa e-commerce menghadirkan 
risiko baru, seperti penipuan online dan informasi yang menyesatkan, yang 
memerlukan perhatian lebih dalam upaya perlindungan konsumen. 

2. E-Commerce 
E-commerce, yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, mencakup 

semua jenis transaksi komersial yang dilakukan secara digital. Sukoco (2021) 
menjelaskan bahwa e-commerce meliputi beragam kegiatan bisnis yang berlangsung 
di internet, termasuk penjualan barang dan jasa, pemasaran, serta interaksi antara 
perusahaan dan konsumen.  

Berbagai model bisnis dapat ditemukan dalam e-commerce. Halim (2022) 
mengategorikan model e-commerce ke dalam beberapa tipe, yaitu B2B (business-to-
business), B2C (business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer), dan C2B 
(consumer-to-business). Setiap model ini memiliki karakteristik dan strategi 
pemasaran yang berbeda-beda. 

Infrastruktur teknologi adalah komponen yang sangat penting dalam e-
commerce. Widjaja (2023) menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi 
terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang diperlukan untuk 
mendukung operasi e-commerce. Ketersediaan serta kualitas dari infrastruktur ini 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan e-commerce.  

Aspek keamanan dalam transaksi e-commerce sangat krusial untuk membangun 
kepercayaan di kalangan konsumen. Sari (2021) menekankan bahwa perlindungan 
terhadap data pribadi dan jaminan keamanan dalam transaksi harus menjadi 
perhatian utama bagi pelaku e-commerce agar dapat mencegah penipuan dan 
pelanggaran privasi. 

Penting untuk memiliki regulasi yang jelas dalam mengatur praktik e-
commerce. Rudianto (2022) mengungkapkan bahwa hukum yang mengatur e-
commerce di Indonesia perlu mencakup perlindungan konsumen, hak-hak pelaku 
usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kebijakan ini bertujuan untuk 
menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan e-commerce.  

Pemasaran digital merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia e-
commerce. Andriani (2023) menyatakan bahwa penerapan strategi pemasaran digital 
yang tepat dapat meningkatkan visibilitas produk dan layanan di pasar online. 
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Berbagai teknik seperti penggunaan media sosial, optimisasi mesin pencari (SEO), 
dan iklan online bisa diterapkan untuk mencapai tujuan ini. 

E-commerce berpengaruh besar terhadap aspek sosial dan ekonomi. Prasetyo 
(2022) mencatat bahwa e-commerce dapat meningkatkan efisiensi pasar, 
memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil, serta meningkatkan daya 
saing di tingkat global. Namun, perlu juga diperhatikan risiko yang mungkin muncul, 
seperti pengangguran akibat otomatisasi. 

 
METODE PENELITIAN 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menerapkan 
metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Dalam konteks permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui penelitian 
literatur, yang mencakup studi terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai 
transaksi e-commerce serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui kajian kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa poin penting terkait 
dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di 
Indonesia. 

1. Hasil  
a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum untuk konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, 
disebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, 
jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang mereka beli. Selain itu, 
undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian 
yang dialami oleh konsumen akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

b. Regulasi Khusus untuk E-Commerce 
Penelitian ini mengidentifikasi bahwa regulasi yang lebih spesifik mengenai e-
commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini mencakup aspek-aspek 
penting, seperti kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan data konsumen 
dan mekanisme penyelesaian sengketa. 

c. Tantangan dalam Implementasi 
Walaupun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan perlindungan hukum bagi 
konsumen dalam transaksi e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan. 
Berdasarkan literatur yang dianalisis, salah satu tantangan utama adalah 
kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam melakukan 
transaksi online. Selain itu, munculnya praktik penipuan dan kurangnya kejelasan 
informasi produk juga menjadi hambatan dalam perlindungan konsumen. 

d. Peran Lembaga dan Organisasi 
Penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Badan Perlindungan 

http://bajangjournal.com/index.php/J


 95 
  JCI 

Jurnal Cakrawala Ilmiah 
Vol.4, No.2, Oktober 2024 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
http://bajangjournal.com/index.php/JCI 

Konsumen Nasional (BPKN) dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam 
memberikan edukasi kepada konsumen serta memfasilitasi penyelesaian sengketa. 
Edukasi yang efektif dapat membantu konsumen mengenali dan memahami hak-
hak mereka, sehingga mereka lebih waspada terhadap potensi penipuan dalam 
transaksi e-commerce. 

e. Inovasi dan Teknologi dalam Perlindungan Konsumen 
Selain regulasi, penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi memiliki peranan 
penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan 
memanfaatkan teknologi seperti sistem otentikasi dan enkripsi, pelaku usaha 
dapat meningkatkan keamanan transaksi dan melindungi data pribadi konsumen. 
Penggunaan teknologi juga dapat membantu mendeteksi praktik penipuan yang 
mungkin terjadi di platform e-commerce. 

 
PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa upaya perlindungan hukum 
bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia memiliki landasan hukum yang 
cukup solid, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya. 

a. Kewajiban Pelaku Usaha 
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan PP No. 80 Tahun 2019, pelaku 
usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada 
konsumen. Namun, banyak konsumen yang masih kesulitan dalam memperoleh 
informasi yang tepat. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan 
kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya transparansi dalam 
praktik bisnis. 

b. Edukasi Konsumen 
c. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi bagi konsumen untuk memahami 

hak-hak mereka dalam transaksi e-commerce. Program sosialisasi yang dilakukan 
oleh BPKN dan organisasi masyarakat lainnya perlu diperkuat agar lebih banyak 
konsumen yang menyadari hak-hak mereka dan dapat mengambil tindakan yang 
tepat jika terjadi masalah dalam transaksi. 

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, juga perlu 
diperhatikan. Mekanisme ini dapat lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di 
pengadilan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesediaan pelaku usaha 
untuk berpartisipasi dan menyelesaikan masalah dengan konsumen secara baik. 

e. Perkembangan Teknologi 
Adopsi teknologi dalam perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan. Pelaku 
usaha perlu menginvestasikan sumber daya untuk menciptakan sistem keamanan 
yang lebih baik dan transparan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa 
regulasi yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik 
bisnis baru yang muncul dalam e-commerce. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya 
perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia telah 
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memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak 
tantangan. Untuk meningkatkan perlindungan tersebut, diperlukan kerja sama antara 
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Edukasi konsumen dan penggunaan teknologi 
yang tepat juga merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih 
aman dan transparan bagi semua pihak. 
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